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Abstract
This paper is a summary of though from the focus group
discussion conducted by National Law Commission-Republic
Indonesia (KHN-RI) regarding Corporate Social Responsibility.
The debate of CSR programs and the urgency of companies in
Indonesia to adopt this program raise several discussions among
participants whether corporate social responsibility as the way to
solve the problem of wealth distribution is still disputing to be
measure directly the effectiveness or it is just a placement of
companies to become look more ethic and moral in running
their business practices. This paper will briefly stress the
implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)
program and the substantive of CSR program towards wealth
transfer to society through CSR program announcement.
Theoretically, announcement can be read as a information that
affect investors or stakeholders decision. By looking the
substantive content of CSR program report, we can distinguish
the corporate social responsibility and corporate social (ir)
responsibility as well as information signal cost that corporation
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dalam kegiatan Focus Group Discussion yang berlangsung pada tanggal 14 Mei
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should pay to increase their value. Lastly, the recommendation
to KHN could help government to revisit the implementation
of CSR towards the wealth of society.

Keywords : corporate social responsibility, business practices, wealth
of society.

PENDAHULUAN

Vaclav Havel pernah menyatakan bahwa kaum intelektual adalah
hati nurani bangsa. Makna bangsa tentu saja melampaui segala bentuk
perbedaan kelas maupun modal yang mengikat dan mendefinisikan
elemen-elemen bangsa itu sendiri. Jika kaum intelektual sudah tidak
berpihak pada humanisme, solidaritas antar anggota masyarakat maupun
perjuangan pada toleransi dan anti kekerasan, maka sebenarnya hati sebuah
bangsa menjadi tidak mampu menunjukkan arah yang baik dan benar.

Akan menjadi tidak ada artinya jika kaum intelektual hanya hasil dari
reproduksi kekuasaan dan ekonomi yang melahirkan mesin-mesin baru
yang bukannya menjaga modal budaya dan modal sosial tetapi justru
menelantarkannya dan menempatkannya pada sisi terluar sebuah tatanan
dalam masyarakat.

Wacana yang berkembang akhir-akhir ini di masyarakat dengan hiruk
pikuknya maupun utopia bentuk-bentuk program yang seolah-olah
menunjuk pada tanggung jawab sosial baik yang dilakukan organisasi
laba maupun organisasi nirlaba, pemerintah maupun swasta yaitu program
yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung
jawab sosial yang semakin menjadi ’menu’ wajib bagi semua organisasi
sebagai menu yang merujuk pada ’kelas’ sebuah organisasi yang lebih
bermoral atau beretika. Catatan ini saya rujuk untuk mengisi kisi-kisi yang
masih memiliki ruang untuk disampaikan karena keterbatasan waktu saat
diskusi panjang dan menarik pada tanggal 14 Mei 2009 saat Komisi
Hukum Nasional mengundang melalui Foaus Group Discussion di Surabaya.

Pertama, saya berusaha untuk menyamakan kembali pemahaman
program tanggung jawab sosial atau CSR dan latar belakang yang
melahirkan program ini. Saya akan berangkat dari structuration theory oleh
Giddens (1984) sebagai koridor teoritis untuk menjelaskan tindakan politis
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dan sosial perusahaan multinasional di negara lain. Teori ini melibatkan
aktor (lembaga, institusi, maupun perorangan) dan struktur yang
membentuknya. Peran aktor disini lebih untuk menjaga kesinambungan
dan legitimasi yang diperoleh di dalam struktur. Untuk itu upaya yang
biasanya dilakukan adalah dengan membangun suatu posisi tawar antar
aktor dan struktur. Negara-negara tujuan perusahaan multinasional
umumnya adalah negara berkembang yang mengalami perubahan atau
transformasi secara ekonomi, politik, dan sosial dengan perubahan
beberapa parameter di negara berkembang. Meskipun perusahaan
perusahaan multinasional tidak dapat mempengaruhi seluruh perubahan
parameter tersebut, mereka masih dapat mempengaruhi kebijakan
pemerintah dan hukum melalui potitik dan image masyarakat melalui
program CSR. Pengakuan oleh publik secara luas itulah yang disebut
legitimasi. Melalui posisi actor-structur, kekuatan tawar tersebut
mereproduksi bentuk-bentuk imunisasi yang diwujudkan salah satunya
dengan program CSR. Logika fundamental yang mendasari teori ini adalah
inti motivasi sebuah organisasi bisnis dalam struktur sosial adalah menjadi
organisasi yang kompeten dan bertanggung jawab secara etis (Giddens,
1995). Selanjutnya secara organisasional motivasi tersebut diwujudkan
dalam laporan keuangan yang transparan, bisnis yang beretika dan secara
legal menjalankan usahanya.

Kedua, sebagai bagian dari pengejawentahan motivasi tersebut,
corporate action annowncement (pengumuman perusahaan) menjadi suatu
informasi yang dapat diterima oleh masyarakat (baca: pasar). Informasi
bagi perusahaan menjadi sebuah sinyal yang akan dikirimkan dan menjadi
dasar pengambilan keputusan pasar. Disinilah letak sesuatu yang tersamar,
antara kepentingan perusahaan kepada pasar sebagai calon investor
potensial yang mampu menaikkan harga sahamnya dengan masyarakat
sebagai sebuah struktur sosial tempat perusahaan berinteraksi dengan
komunitas lokalnya.

Tetap saja, informasi yang terkirimkan tetap dapat berarti promosi
yang merupakan bagian dari pemasaran sebuah perusahaan dengan
publisitas yang didapatkan perusahaan diluar biaya promosi. Hubungan
keduanya merupakan sebab akibat. Yang satu dijalankan sebagai sebuah
sebab yaitu biaya promosi, sebagai bagian dari strategi pemasaran, dan
yang lain adalah akibat yang dihasilkan dari pemberlakuan sebuah program
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bagi publik. Hanya saja tetap keduanya adalah berbeda, tidak mungkin
bagi logika etis untuk memanipulasi keduanya an bahkan merubah bentuk
biaya tersebut ke dalam sesuatu yang tanpa biaya. Namun, bagi logika
ekonomis pragmatis, hal tersebut bisa saja terjadi. Disinilah letak miskading
pemaknaan sebuah informasi. Informasi dalam logika pasar tidak ada
yang gratis, semua diperoleh untuk bisa mendapatkan abnormal return yang
pihak lain tidak dapat memperolehnya. Disinilah prinsip siapa cepat dia
dapat menjadi justifikasi.

Ketiga, saya sangat sepakat dengan Prof. Dr. ] E. Sahetapy yang
hadir waktu itu dan mengingatkan kembali konsep weffare state, dalam
kaca mata saya sebagai akademisi bidang ekonomi, tujuan mulia ini hanya
akan dapat dicapai dengan cepat jika budaya partisipatif, solidaritas dan
nilai-nilai kemanusiaan ditempatkan sebagai semangat perjuangannya.
Bahwa kemakmuran haruslah dirasakan bagi semua masyarakat, logikanya
adalah mempersempit gap antara kelas pemodal dengan kelas masyarakat
kecil. Dengan begitu mestinya #rick down effect harusnya mewujud nyata
bukan sekedar dijalankannya sistem ekonomi yang sesuai dengan deskripsi
teori.

Untuk itulah, mestinya pemegang kepemilikan (sharebolders) sebagai
representasi kelas masyarakat pemodal lebih bisa membagikan
kemakmuran yang diperolehnya dar sebuah bisnis usaha dengan menahan
dan membagikannya kepada masyarakat (stakebolders) yang secara sosial
menjadi penyokong kesinambungan sebuah perusahaan. Disinilah letak
substansi program CSR ini ditawarkan. Hanya saja seringkali perusahaan
tidak memahami substansi problem yang terjadi dimasyarakat secara
kontekstual dan malah lebih banyak bertindak bak sinterklas dengan
kegiatan — kegiatan philantropic seperti membuat pagar kompleks
pekuburan, perbaikan jalan, pemberiaan listrik atau fasilitas-fasilitas lainnya.
Yang seringkali justru dilupakan adalah kapasitas dan tanggung jawab
perusahaan sebagai penjaga resource accomodation bagi sumber daya alam
yang tidak dapat diperbaharui seperti kasus New Mount-Minahasa, PT.
Timah di Bangka Belitung, dan PT FreePort di Papua.

Keempat, sebagai bagian dari kegiatan philantropic, seringkali
perusahaan lupa bahwa program CSR haruslah dibebaskan dari kewajiban
perusahaan secara operasional. Kegiatan CSR bukanlah sebuah investasi
yanga akan tercantum dalam struktur kekayaan perusahaan dan terlihat
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dalam posisi keuangan di neraca (Balance Sheef) maupun dalam Laporan
Rugi Laba yang menunjukkan kegiatan operasional perusahaan selama
kurun waktu tertentu. Kedua jenis laporan tersebut dikategorikan sebagai
informasi fundamental perusahaan yang akan memberi sinyal bagi pihak-
pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Sekali lagi, CSR bukan beban operasional perusahaan. Untuk itu
pembiayaan program ini haruslah tidak menjadi bagian dari biaya
operasional berupa biaya promosi. Pembiayaan program ini harusnya
diperhitungkan setelah keuntungan bersih (Earning After Tax) perusahaan
diperhitungakan. Dari keuntungan bersih inilah perusahaan memutuskan
akan menahan keuntungan atau membagikan keuntungan pada pemegang
saham (shareholders). Jika pembiayaan CSR dilakukan dengan
memasukkannya pada pos biaya promosi atau biaya operasional lainnya,
maka pada dasarnya perusahaan sudah membebankan pembiayaan CSR
dalam harga pokok produk yang pada akhirnya berdampak pada
penetapan harga pokok penjualan. Sudah bisa dipastikan bahwa
konsumenlah yang sebenarnya membiayai program CSR perusahaan.
Pertanyaan saya, yang melakukan CSR adalah konsumen atau perusahaan?
Alih-alih misleading lagi pada pemahaman pembiayaan CSR yang bisa
berakibat pada transfer biaya dari advertising ke publisitas (Roida, 2008).

Kelima, saya pribadi lebih melihat CSR sebagai sebuah ethic of conduct
dan kredibilitas sebuah organisasi. Bukan sebagai bentuk reproduksi
kekuasaan lewat modal simbolik. Pjre Bourdieu memasukkan modal
simbolik sebagai satu dari keempat modal yang didefinisikannya yaitu,
modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Dari keempat modal
tersebut hanya modal ekonomi saja yang paling mudah dikonversi kedalam
modal yang lainnya. Namun hanya modal simbolik yang tertinggi nilai
kekuasaannya. Modal simbolik di dalam bentuk-bentuknya yang berbeda
dipersepsikan sebagai legitimasi. Legitimasi sendiri memiliki prespektif
yang berbeda antar Weber dalam kacamata ekonomi yang lebih
menekankan pada penguasa dan Bourdieu yang berpendapat legitimasi
sebagai sebuah proses.

Jika menggunakan pandangan Bourdieu maka legitimasi tak ada
bedanya dengan konsep the origin of species-nya Charles Darwin, seleksi
alam dengan penekanan pada konsep kekuatan dan adaptif yang mampu
bertahan sebagai mekanisme basic instinct bertahan hidup, maka hasil
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akhirnya adalah supremasi kekuatan dan kekuasaan yang menentukan
seluruh aspek hidup dan modal yang ada, baik modal sosial, ekonomi,
budaya, maupun simbolik.

Inilah hal yang menakutkan yang tanpa disadari menyerah pada
prinsip lassez-faire, dalam jangka panjang menghancurkan nilai-nilai kolektif
sebagai kekuatan modal sosial, degradasi modal budaya yang berakhir
pada hilangnya identitas bangsa, transformasi model-model ekonomi
yang sangat teoritis, tekstual dan jauh dari aplikasi dan substansi persoalan
kemasyarakatan, serta berkuasanya modal simbolik dalam bentuk
legitimasi, permakluman nilai-nilai yang jauh dari akar budaya dan nilai-
nilai peradaban sebuah bangsa. Betapa kerusakan yang cukup besar dan
tidak disadari oleh kaum intelektual, legitimasi yang disandang selama ini
ditranformasikan dan ditransfer dalam sistem tata kelola perusahaan yaitu
program CSR. Hasil akhirnya seperti keprihatinan Prof.Dr. .E. Sahetapy,
yang kalau boleh saya sebut lebih mirtip sebagai “A Confession of an Econoniic
Hit Man” terkini.

MEMBANGUN TATANAN BARU YANG MEMBERI
TEMPAT BAGI PARTISIPASI MASYARAKAT

Proses pembalikan yang dapat dilakukan dapat menjadi cara efektif
untuk menggerakkan pendulum ke arah yang dihendaki oleh bangsa
dengan ke arah paradoksal, ke arah konservasi dan pembaharuan. Jika
pengambil kebijakan dapat menumbuhakan harapan diantara pemegang
modal simbolik lewat disposisi pelaku (acfor) dan perubahan tatanan
(structur), bahwa tatanan baru perlu dibangun berdasarkan solidaritas dan
kemanusiaan, menjauhkan dari kepentingan individual yang menamakan
diri pasar, maka tatanan baru dapat diwujudkan dan diarahkan pada
pencarian tujuan-tujuan mulia bagi kemaslahatan masyarakat atau we/fare
Stare.

Pemberlakuan program CSR jangan sampai semata-mata hanya
digunakan untuk mengirimkan sinyal berupa informasi kepada masyarakat
(baca: pasar) sebagai perusahaan yang lebih berbudi, santun, beretika dan
bermoral. Saya khawatir apa yang dikatakan John Kenneth Galbraith:
“Kaum konservatif modern hanya membungkus rapi salah satu upaya
paling tua dalam filsafat moral, yaitu mencari-cari pembenaran moral
yang kedengaran lebih terhormat bagi naluri kepentingan diri yang sempit.

- Faculty of Business — Widya Mandala Catholic University Surabaya




The 4* National Conference Towards a New Indonesia Business Architecture
— No Business as Usual: Responses to Civilization & Climate Change

Semoga kita mampu menentukan sendiri kemana arah pendulum
akan kita gerakkan.
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